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           

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al Baqarah (2) : 232).

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Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemah ( Jakarta Timur : 

Pustaka Lajnah, 2019 ), 49.. 
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ABSTRAK 

Siti Nurkholisah, 2025: Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan 

Wali Adhal Karena Faktor keyakinan Rumah Mojok Studi Kasus 

Putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi 

 

Kata Kunci: Analisia Putusan Hakim, Wali Adhal, Adat Rumah Mojok. 

 

Penelitian ini menelaah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama 

Banyuwangi terhadap permohonan penetapan wali adhal yang muncul akibat 

keyakinan adat dalam tradisi pernikahan. Perselisihan terjadi antara wali yang 

berpegang pada kepercayaan rumah mojok yang dianggap membawa dampak 

kurang baik dengan putrinya yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun 

keyakinan yang telah dianut wali menolak pernikahan tersebut, sang anak tetap 

bersikeras menikah karena adanya hubungan saling mencintai dan kesiapan 

membina rumah tangga. Kondisi inilah yang kemudian mendorong diajukannya 

permohonan penetapan wali adhal dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 

Fokus penelitian ini membahas 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam 

penetapan putusan wali adhal karena keyakinan adat rumah mojok Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan 

putusan wali adhal karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi perspektif Hukum keluarga Islam. 

 Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pertimbangan Hakim 

dalam penetapan putusan wali adhal  karena faktor keyakinan rumah mojok 

Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 2) Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam 

penetapan putusan wali adhal karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dari perspektif hukum keluarga Islam. 

 Penelitian ini berjenis normatif dengan menerapkan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan Pendekatan kasus (case 

approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui kajian literatur atau 

kepustakaan yang diperkuat dengan menggunakan sumber hukum primer dan 

sekunder sebagai dasar pengumpulan data penelitian. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1.) Penolakan wali nikah dengan 

alasan keyakinan rumah mojok tidak memiliki dasar hukum maupun syar‟i, 

sehingga ayah Pemohon dinilai sebagai wali adhal. Karena seluruh syarat 

pernikahan telah terpenuhi dan penolakan wali berpotensi menimbulkan 

kemudaratan, Majelis Hakim menetapkan bahwa perwalian berpindah kepada 

Wali Hakim demi kemaslahatan dan perlindungan hak Pemohon untuk 

menikah secara sah.2.) Penetapan wali adhal dalam perkara Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi menegaskan bahwa penolakan wali tanpa alasan syar„i 

menyebabkan perwalian berpindah kepada wali hakim, sehingga pernikahan dapat 

dilangsungkan demi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak Pemohon 

sesuai prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pernikahan merupakan hubungan atau akad yang sangat kuat antara 

pria dan wanita sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT, adanya suatu 

pernikahan bertujuan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, 

warohmah dan terpenuhinya kebutuhan biologis serta sebagai sarana untuk 

meneruskan generasi selanjutnya, menjaga kehormatan dan ibadah untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka suatu pernikahan harus memenuhi syarat 

dan rukunnya.  

Dalam pernikahan terdapat lima rukun utama, yaitu calon suami, calon 

istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul. Apabila salah satu dari rukun 

tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap tidak sah. Di antara 

kelima rukun itu, keberadaan wali menjadi unsur yang sangat penting. Wali 

adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum 

bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabnya demi kepentingan dan 

atas nama orang tersebut. Dalam konteks pernikahan, wali merupakan 

individu yang berhak menikahkan seorang perempuan yang berada dalam 

tanggungannya, sekaligus memiliki kemampuan untuk menjalankan peran 

tersebut.  

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat 

Islam, keberadaan wali nikah merupakan syarat yang wajib dipenuhi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam 



 

 

 

2 

serta Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Pernikahan. Ketentuan mengenai keharusan adanya wali ini juga 

sejalan dengan pandangan mayoritas ulama (jumhur) yang menetapkannya 

sebagai suatu kewajiban. 

Keberadaan wali memiliki peran yang sangat penting dalam 

pernikahan. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir (ghaib), maka 

kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim. Para ulama fikih juga 

sepakat bahwa bagi perempuan yang sama sekali tidak memiliki wali, 

diperbolehkan untuk menggunakan wali hakim. Namun, dalam kondisi ketika 

seorang perempuan memiliki wali nasab tetapi wali tersebut menolak untuk 

menikahkannya dengan berbagai alasan, muncul perbedaan pendapat di 

kalangan ulama. Perbedaan tersebut bergantung pada apakah alasan penolakan 

tersebut dianggap sesuai dengan ketentuan syar„i atau tidak. 

Secara syar‟i atau alasan yang telah dibenarkan oleh Hukum Islam, 

semisal laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya ialah seorang 

kafir, atau sang anak gadis wali tersebut sudah dilamar oleh pria lain dan 

lamaran tersebut belum dibatalkan. Jika seorang wali menolak atau tidak 

mensetujui untuk menikahkan putrinya karena alasan tersebut yang telah di 

benarkan oleh Hukum Islam atau syar‟i,  maka wali wajib untuk ditaati dan 

kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Akan tetapi jika wali 

manolak karna alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syar‟i misalnya laki-

laki yang hendak menikahi putrinya ialah orang yang miskin, bukan orang 

terpandang, atau posisi rumah yang tidak sesuai dan melanggar keyakinan 
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yang telah dipercayai dan lain sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada 

dasarnya dalam Hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak syar‟i. 

Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut maka wali tersebut 

telah melakukan adhal sehingga kewenangannya bisa berpindah kepada wali 

hakim.  

Kata adhal menurut Bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa arab yaitu 

 wali adhal ialah menolak wanita yang telah baligh dan عضلا- یعضل عضل

berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak 

menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.
1
 Dengan kata lain adhal 

merupakan seorang perempuan yang meminta kepada walinya untuk di 

nikahkan dengan seorang laki-laki yang telah dipilihnya, akan tetapi wali 

tersebut tidak mau untuk menikahkannya. Dalam kondisi tersebut seorang 

perempuan bisa meminta kepada hakim untuk menikahkannya. 

Penyelesaian kasus pernikahan ketika seorang wali dianggap adhal 

berbeda menurut masing-masing mazhab. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, 

apabila wali menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka 

penyelesaiannya diserahkan kepada hakim sebagai pihak yang memediasi dan 

memutuskan. Sementara itu, Mazhab Syafi‟i dan Maliki berpendapat bahwa 

bila wali terdekat (wali aqrab) tidak bersedia menikahkan dan wali yang lebih 

jauh (wali ab‟ad) juga tidak dapat menggantikan perannya, maka kewenangan 

perwalian dialihkan kepada hakim. Adapun menurut Mazhab Hambali, jika 

wali aqrab bersikap adhal, maka hak perwalian berpindah kepada wali ab‟ad 

                                                           
 

1
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia HukumIslam, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve,1993), 1339. 
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secara berurutan hingga yang paling jauh; dan apabila seluruh wali tetap 

menunjukkan sikap adhal, barulah hakim mengambil alih fungsi perwalian.
2
 

Penyelesaian wali adhal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di 

dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang adhal 

dengan melalui seorang hakim. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam 

kompilasi hukum islam pada pasal 23:  

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali 

tersebut. 

Dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/PA.Bwi di Pengadilan Agama 

Banyuwangi isu mengenai wali adhal yang dipengaruhi oleh tradisi atau 

keyakinan rumah mojok menjadi pusat perhatian. pengadilan dihadapkan 

pada tantangan untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap keyakinan 

warga setempat dengan penerapan hukum Islam yang mengutamakan 

keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penetapan Pengadilan Agama 

Banyuwangi dalam perkara tersebut, dengan fokus pada penerapan prinsip-

prinsip hukum Islam dalam menetapkan wali adhal. Selain itu, penelitian ini 

juga akan mendalami pengaruh keyakinan rumah mojok terhadap sikap wali 

                                                           
 

2
 Akhmad Shidikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam 

Dan Perundang-undangan Di Indonesia,” Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (Juni 2016): 

63-68 
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serta konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Melalui 

penelitian ini, di harapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam 

mengenai penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan tentang 

wali adhal, khususnya yang dipengaruhi oleh unsur keyakinan. 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disampaikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas peneliti, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal karena 

faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal karena 

faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi perspektif 

Hukum keluarga Islam. 

C. Tujuan Pnelitian  

 Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini di antaranya: 

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal 

karena faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 

2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal karena 

faktor keyakinan rumah mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dari 

perspektif hukum keluarga Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teori 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

wawasan yang lebih luas terkait wali adhal karena faktor keyakinan 

rumah mojok 

b. Penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum Islam, khususnya wali adhal dalam pernikahan  

c. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih khusus prihal 

pernikahan dalam persoalan wali adhal karena faktor keyakinan rumah 

mojok. 

2. Secara praktek 

a. Menambahkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

dalam perwakilan pernikahan menurut hukum Islam serta 

meningkatkan kesadaran hukum terkait peran suatu keyakinan dalam 

praktik hukum keluarga. 

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

memahami hukum Islam dalam konteks pernikahan, khususnya dalam 

kasus wali adhal. 

c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam menyelesaikan 

konflik perwalian yang disebabkan oleh suatu keyakinan dengan 

pendekatan hukum Islam yang bijaksana. 
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E. Definisi Istilah 

1. Wali Adhal  

 Wali adhal adalah wali yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

menikahkan putrinya, namun menolak, enggan, atau tidak bersedia 

menikahkan putrinya yang sudah cukup umur dengan calon suami 

pilihannya, meskipun keduanya saling mencintai dan menginginkan 

pernikahan tersebut.
3
 

2. Rumah Mojok 

 Rumah Mojok adalah istilah dalam tradisi dan keyakinan 

masyarakat, yang merujuk pada pernikahan dimana dua rumah calon 

mempelai di anggap “beradu pojok” yakni berada pada arah utara dan 

barat, atau sebaliknya. Keadaan ini dalam kepercayaan setempat dianggap 

membawa sial dan dapat menimbulkan malapetaka bagi keluarga kedua 

belah pihak jika dilaksanakan.
4
 

3. Hukum keluarga Islam  

 Hukum keluarga Islam yang dimaksutkan disini ialah cara pandang 

dan penilaian hukum Islam terhadap suatu fenomena atau praktik yang 

terjadi di masyarakat (nikah rumah mojok), hukum Islam positif yang 

diambil dari KHI yang mana keberadaan wali nikah bagi calon mempelai 

perempuan merupakan kewajiban. Hal ini diatur dalam Pasal 19–23 

Kompilasi Hukum Islam, Kehadiran wali nikah bagi calon mempelai 

                                                           
 

3
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1993), 1339. 

 
4
 Muhammad Maymun, dan Kholil Mahmudi, “Larangan Kawin mojok bagi calon 

pengantin Perspektif Urf‟ (Desa Taman Sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember),” Jurnal Of 

Sharia And Comperativ Law, Vol.1. No,2 (Juli-Desember 2022):132. 
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perempuan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama fiqih 

(kecuali mazhab Hanafi),
5
imam Hanafi berpendapat bahwa seorang 

perempuan yang sudah dewasa, sehat dan berakal memiliki hak untuk 

melaksanakan akad nikah tanpa wali baik gadis atau janda menikah 

dengan laki-laki sekufu atau tidak. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan yang memberikan 

gambaran umum mengenai isi setiap bab dalam suatu penelitian. 

Penyusunannya bertujuan untuk membantu pembaca memahami alur 

pemikiran serta struktur penulisan secara keseluruhan. Adapun urutan 

pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar 

belakang masalah, rumusan dan fokus penelitian, tujuan, serta manfaat yang 

ingin dicapai. Pada bab ini juga diuraikan definisi istilah-istilah penting dan 

penjelasan mengenai susunan pembahasan penelitian. 

BAB II memuat landasan teori atau tinjauan pustaka yang terdiri dari 

pembahasan penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan sebagai dasar 

dalam melakukan analisis. 

BAB III membahas metode penelitian yang diterapkan, meliputi jenis 

dan pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, tahapan 

pelaksanaan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. 

                                                           
 

5
 Tihami, H.M.A &Sahrani, S. Fikih Munakahat Kajian fikih nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2009) 
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BAB IV menyajikan temuan penelitian dan analisis yang dilakukan 

sesuai dengan fokus kajian, yakni analisis Hukum Islam terhadap penetapan 

wali adhal dengan alasan keyakinan rumah mojok dalam putusan Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian serta rekomendasi yang berkaitan dengan tema 

dan temuan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melaksanakan penelitian ini, Peneliti melakukan tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan, hal 

tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dan suatu perbandingan dalam 

melakukan penelitian ini, antara lain: 

1. Skripsi yang disusun oleh Riko Yoga Prastian yang berjdul “Analisis 

Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan 

Anak siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi putusan Pengadilan 

Agama Magetan Nomor 0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt”. yang mana dalam 

penelitian tersebut membahas dua hal penting yaitu, 1) Bagaimana 

pertimbangan hakim serta dampak dari putusan terkait permohonan wali 

adhal dengan alasan adanya larangan perkawinan anak siji karo telu pada 

perkara Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt. 2) Bagaimana bentuk putusan 

hakim terhadap permohonan wali adhal Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.M.gt 

ditijau dari perspekti keadilan dan maslahah mursalah. Dalam penelitian 

tersebut menjabarkan tentang masih banyaknya masyarakat yang 

mempercayai adat dan hal-hal yang menjadi pantangan dalam sebuah 

perkawinan, yang mana masalah utama dari penelitian ini yaitu orang tua 

yang masih memegang kepercayaan adat istiadat yaitu larangan 

perkawinan anak pertama dengan anak ke tiga atau jilu sehingga tidak 

ingin menjadi wali nikah anaknya karena takut akibat jika larangan itu 
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tetap dilakukan. Yang mana dalam penelitian ini permohonan dari 

pemohon dikabulkan, upaya hakim dalam memastikan bahwa putusan 

tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip hukum dengan tetap 

mempertimbangkan dampak dan implikasinya dalam jangka Panjang, 

persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah Sama-sama 

melihat relevansi kepercayaan atau keyakinan dengan kemaslahatan, dan 

perbedaannya ialah Penelitian ini membahas tentang adhalnya wali di 

karenakan alasan adat siji karo telu (jilu/lusan), Sementara penulis 

membahas tentang adhalnya wali dikarenakan keyakinan rumah mojok 
6
  

2. Skripsi yang disusun oleh Yuda Fria Agus Putra yang berjudul “Analisis 

Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat 

Perhitungan Perimbon Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama 

Jember Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR)” Penelitian tersebut mengkaji dua 

pokok permasalahan utama, yaitu: 1) apa yang melatarbelakangi 

munculnya perselisihan terkait penetapan wali adhal akibat penerapan adat 

primbon weton Jawa pada perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 

354/Pdt.P/2021/PA.Jr; dan 2) bagaimana analisis hukum terhadap putusan 

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam perkara tersebut dalam 

menyelesaikan penetapan wali adhal yang didasari pertimbangan adat 

perhitungan primbon weton Jawa. Dalam kajian itu dijelaskan bahwa wali 

dari calon mempelai perempuan menolak untuk menjadi wali nikah 

                                                           
 

6
 Riko Yoga Prastian, “Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan 

Larangan Perkawinan Anak siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi putusan Pengadilan 

Agama Magetan Nomor 0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt.” (Skrisi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2024) 
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dengan alasan kedua orang tua pemohon telah bercerai sehingga dianggap 

tidak sesuai jika pernikahan tetap dilangsungkan menurut adat Jawa. Wali 

berpendapat bahwa jika prosesi tersebut dipaksakan, dikhawatirkan akan 

menimbulkan akibat buruk di kemudian hari. Akhirnya, permohonan 

pemohon dikabulkan karena ia dinilai telah memenuhi syarat dan 

ketentuan yang berlaku, serta alasan penolakan wali dianggap tidak 

mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan 

putrinya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-

sama membahas mengenai wali adhal, yaitu wali yang enggan atau 

menolak menikahkan anak perempuannya. Adapun perbedaannya terletak 

pada fokus permasalahan: penelitian tersebut menyoroti penolakan wali 

akibat adat perhitungan primbon weton Jawa, sedangkan penelitian penulis 

menitikberatkan pada penetapan wali adhal karena keyakinan 

rumah mojok.
7
 

3. Skripsi yang disusun oleh Fajar Nur Kholifah yang berjudul 

“Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami 

Mengidap Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi 

Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama 

Pasuruan)”. Yang mana dalam penelitian tersebut membahasa tentang, 1) 

Apa dasar perrtimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan perkara 

Nomor 0038/Pdt.P/2015/Pa.Pas mengenai wali adhal yang disebabkan 

calon suami menderita penyakit kusta. 2) Bagaimana keterkaitan 

                                                           
 

7
 Yuda Fria Agus Putra, “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena 

Faktor Adat Perhitungan Perimbon Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 

Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR)” (Skripsi, UIN KHAS Jember 2023) 
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pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas 

tentang penetapan wali adhal karena calon suami mengidap penyakit kusta 

dengan konsep maslahah menurut said Ramadhan Al-Buthi. Kesimpulan 

yang didapat dari skripsi tersebut bahwa Hakim mengabulkan permohonan 

pemohon bukan disebabkan oleh kondisi Kesehatan calon suami 

melainkan karena pemohon adalah seorang janda yang memiliki hak untuk 

menentukan sendiri calon pasangan hidupnya. Selain itu dalam perkara ini 

disimpulkan bahwa penolakan terhadap calon suami yang mengidap 

penyakit kusta tidak berkaitan dengan konsep maslahah Al-Buthi. 

Persamaan. Sama-sama menganalisis tentang alasan wali adhal, serta 

meneliti pertimbangan hakim dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip 

Syariah dan perbedaannya ialah Penelitian tersebut lebih menekankan 

pada Kesehatan calon mempelai sebagai hambatan dalam berumah tangga, 

sementara penelitian ini lebih berfokus pada suatu keyakinan yang 

menjadi penghalang pernikahan
 8

 

4. Skripsi yang disusun oleh Amangtu Sadidan yang yang berjudul “Analisis 

Perkara Wali adhal Karena Perkawinan Lanjut usia (Studi Putusan Nomor 

377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr)” Dalam penelitian tersebut membahas dua 

hal penting yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan penetapan perkara wali adhal 

dipengadilan Agama kabupaten kediri selama tahun 2020. 2) Apa 

pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 

                                                           
 

8
 Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada perkara Wali Adhal Karena Calon 

Suami Mengidap Kusta Perspekti Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor 

Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)” (Skripsi, UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2019) 
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377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr terkait penetapan wali adhal pada 

perkawinan pasangan yang berusia lanjut. Kesimpulan yang didapat dari 

penelitian tersebut adalah Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 

menurut pertimbangan hakim, pernikahan dapat dilangsungkan dengan 

menggunakan wali hakim sebagai pengganti karena alasan usia lanjut, dan 

hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum 

negara. Dengan demikian, pernikahan tetap dapat dilaksanakan 

dan dinyatakan sah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

penulis ialah Sama-sama membahas tentang adhalnya seorang wali dan 

mengambil data utama berupa putusan pengadilan 
9
 

5. Skripsi yang disusun oleh Miftahul Hidayatullah yang berjudul 

“Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal Karena Faktor 

Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan” Yang mana 

dalam penelitian tersebut membahas dua hal penting yaitu 1) Bagaimana 

eksistensi serta pentingnya Kafa’ah di kabupaten Pamekasan. 2) Apa dasar 

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wali Adhal akibat perbedaan 

status ekonomi di pengadilan Agama Pamekasan. Kesimpulan yang 

didapat dari sekripsi tersebut ialah Permasalahan utama yang diangkat 

adalah kecenderungan orang tua yang menginginkan anak-anaknya 

menikah dengan pasangan yang dianggap sepadan, terutama karena 

kekhawatiran terhadap kobndisi ekonomi dan kemampuan pasangan dalam 

memberikan nafkah. Orang tua menilai bahwa terpenuhinya aspek 

                                                           
 

9
 Amangtu Sadidan, Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut 

Usia “Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr”(Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2021) 
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ekonomi dan nafkah akan menjaga martabat serta kehormatan keluarga. 

Persamaan penelitian ntersebut dengan penelitian ini ialah Sama-sama 

menganalisis tentang alasan wali Adhal yang tidak sesuai dengan syariat
 

dan perbedaannya ialah Penelitian ini berokus pada penolakan wali 

berdasarkan pertimbangan sosial atau kasta calon menantu dianggap tidak 

sederajat, Sementara penelitian penulis membahas penolakan berdasarkan 

kepercayaan lokal (rumah mojok).
10

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Riko Yoga 

Prastian 

Analisis Putusan Permohonan 

Wali Adhal Karena Alasan 

Larangan Perkawinan Anak 

siji Karo Telu: Anak Pertama 

Dan Ketiga (Studi putusan 

Pengadilan Agama Magetan 

Nomor 

0062/Pdt.P/2020/PA.Mgt 

Penelitian tersebut 

membahas tentang 

adhalnya wali 

dikarenakan alasan adat 

siji karo telu 

(jilu/lusan), Sementara 

peneliti membahas 

tentang adhalnya wali 

dikarenakan keyakinan 

rumah mojok 

Sama-sama 

melihat 

relevansi 

kepercayaan 

atau keyakinan 

dengan 

kemaslahatan 

serta aturan 

Islam 

2. Yuda fria 

Agus Putra 

Analisis Putusan Hakim Atas 

Penetapan Wali Adhal Karena 

Faktor Adat Perhitungan 

Perimbon Jawa (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama 

Jember 

Nomor.354/Pdt.P/2021/PA.JR) 

Penelitian tersebut 

berfokus pada sebab 

wali adhal atau 

menolak menikahkan 

karena adat perhitungan 

primbon weton jawa, 

sementara yang peneliti 

membahas tentang wali 

Adhal karena faktor 

keyakinan rumah 

mojok 

Sama-sama 

membahas 

tentang wali 

Adhal, yaitu 

wali yang 

menolak atau 

enggan 

menikahkan 

putrinya 

3. Fajar Nur 

Kholifah 

Pertimbangan Hakim Pada 

Perkara Wali Adhal Karena 

Penelitian tersebut lebih 

menekankan pada 

Sama-sama 

menganalisis 

                                                           
 

10
 Mitahul Hidayatullah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal karena 

Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di pengadilan Agama Pamekasan” (Skripsi, Universitas Islam 

Indonesia, 2021) 



 

 

 

16 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Perbedaan Persamaan 

Calon Suami Mengidap Kusta 

Perspektif Maslahah Said 

Ramadhan Al-Buthi (Studi 

Putusan Nomor Perkara 

0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di 

Pengadilan Agama Pasuruan) 

Kesehatan calon 

mempelai sebagai 

hambatan dalam 

berumah tangga, 

sementara peneliti lebih 

berfokus pada 

keyakinan yang 

menjadi penghalang 

pernikahan 

tentang alasan 

wali adhal, serta 

meneliti 

pertimbangan 

hakim dan 

menilai 

kesesuaiannya 

dengan prinsip 

syariah 

4. Amangtu 

Sadidan 

Analisis Perkara Wali adhal 

Karena Perkawinan Lanjut 

usia (Studi Putusan Nomor 

377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr) 

Penelitian tersebut 

menekankan usia calon 

mempelai sebagai 

hambatan yang di 

anggap tidak layak, 

sementara penelitian 

peneliti menitik 

beratkan pada 

keyakinan istiadat 

sebagai penghalang 

pernikahan 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

adhalnya 

seorang wali dan 

mengambil data 

utama berupa 

putusan 

pengadilan 

5. Miftahul 

Hidayatullah 

Pertimbangan Hakim 

Terhadap Perkara Wali Adhal 

Karena Faktor Ekonomi Tidak 

Sekufu di Pengadilan Agama 

Pamekasan 

Penelitian tersebut 

berfokus pada 

penolakan wali 

berdasarkan 

pertimbangan sosial 

atau kasta calon 

menantu dianggap tidak 

sederajat, Sementara 

penelitian peneliti 

membahas penolakan 

berdasarkan  

kepercayaan lokal( 

rumah mojok) 

Sama-sama 

menganalisis 

tentang alasan 

wali Adhal yang 

tidak sesuai 

dengan syariat 

 

B. Kajian Teori 

1. Perwalian Dalam Pernikahan 

Secara garis besar, perwalian dipahami sebagai segala urusan yang 

berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan posisi seorang wali. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam, perwalian didefinisikan sebagai wewenang yang 
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diberikan kepada seseorang untuk mewakili serta mengambil tindakan 

hukum demi kepentingan seorang anak yang telah kehilangan kedua orang 

tuanya, atau masih memiliki orang tua namun orang tua tersebut tidak 

mampu menjalankan tindakan hukum sebagaimana mestinya. 

Secara etimologi, wali diartikan sebagai pihak yang bertindak 

sebagai pelindung, penolong, atau penguasa. Seorang wali memiliki hak 

dan kewenangan penuh dalam urusan pernikahan, termasuk dalam hal 

memberikan persetujuan, menolak, maupun menunjuk orang lain sebagai 

pengganti dirinya untuk menjadi wali nikah bagi putrinya. Salah satu ahli, 

Amin, berpendapat bahwa wali adalah individu yang diberi kekuasaan dan 

otoritas secara penuh guna memudahkan dalam menjaga serta melindungi 

orang yang berada dalam tanggungannya atau ia wakili.
11

 Menurut Kamus 

Besar, Wali dapat dimaknai sebagai sosok yang bertanggung jawab atau 

menjadi pengasuh bagi mempelai perempuan saat akan melangsungkan 

pernikahan, serta orang yang memiliki hak untuk melangsungkan akad 

pernikahan dengan pria yang melamar atau menjadi calon 

suami dari putrinya. 

wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi 

bagi mempelai perempuan. Namun demikian, kewajiban adanya wali 

tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang masih gadis dan tidak 

berlaku bagi perempuan berstatus janda. Oleh karena itu, perkawinan yang 

dilangsungkan tanpa wali dinilai tidak sah. 

                                                           
 

11
 Abdurahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003),134. 
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Dasar hukum mengenai perwalian dalam kajian literatur hukum 

menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Salah satu pandangan 

menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kewenangan untuk 

menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain, melainkan kewenangan 

tersebut berada pada walinya. Dengan demikian, terdapat dua pandangan 

yang saling berseberangan dalam persoalan ini. 

Pertama, argumentasi perempuan yang beralasan bahwa 

perempuan dinikahkan oleh walinya adalah berdasarkan pada hadist 

Artinya: Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya,  

    maka pernikahannya tidak sah
12

 

 

 

Artinya: Dari aisyah, Rasulallah Saw bersabda, “Perempuan mana saja 

yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka pernikahannya 

batal, maka pernikahannya batal. Jika (suami) menggaulinya, 

maka ia berhak atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan 

jika berselisih, maka hakim (penguasa hukum) menjadi wali bagi 

orang yang tidak memiliki wali.” (H.R Shahih Abu Daud).
13

 

 

  Pendapat yang kedua, argumentasi yang menyatakan bahwa 

permpuan dewasa yang berakal baik dan benar serta sehat boleh 

melangsungkan akad nikahnya sendiri. Pada ketentuan ini merujuk pada 

perempuan yang dalam kasusnya sudah menjadi janda atau perempuan 
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yang sudah habis masa iddahnya. Argumennya ini mengacu pada dalil 

sebagai berikut yakni ayat-ayat al -Qur‟an sebagai basis argumentasinya 

antara lain surat al-Baqarah ayat 230, 234 yang berbunyi: 

  ۚ

  ۚ

 

Artinya: Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) 

maka perempuan itu tidal lagi halal baginya hingga dia kawin 

dengan suami yang lain. Itu menceraikannya, maka tidak ada 

dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin 

Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Di terangkannya kepada kaum yang (mau) 

mengetahui (Q.S Al-Baqarah 2:230). 

 

  ۚ

  ۚ

 

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat. (Q.S Al-Baqarah2:234) 

 

a. Syarat Wali Nikah 

Karena wali nikah memiliki peran, kekuasaan, dan otoritas 

yang sangat penting, maka seseorang yang akan menjadi wali harus 

memenuhi syarat-syarat yang layak dan sesuai dengan ketentuan 

hukum. Beberapa ulama telah mengemukakan pendapat mengenai 

kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah, setidaknya 

terdapat enam syarat utama yang wajib dipenuhi berdasarkan ketetapan 

para ulama dengan berbagai pertimbangan. Yakni 
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a) Balig 

b) Berakal 

c) Merdeka 

d) laki-laki 

e) Serta dapat berperilaku adil 

b. Macam-macam wali 

1) Wali Nasab 

 Wali nasab adalah seorang yang berhak menikahkan calon 

pengantin perempuan karena adanya ikatan darah atau hubungan 

keluarga,
14

 Sehingga calon mempelai wanita secara hukum masih 

berada dibawah perwaliannya. 

Orang-orang yang berhak menjadi wali nasab sebagai berikut: 

a) Ayah kandung, kakek dari jalur ayah dan seterusnaya ke 

atas sesuai garis keturunan laki-laki 

b) Saudara laki-laki kandung seayah seibu 

c) Saudara laki-laki sebapak 

d) Putra saudara laki-laki sekandung seterusnya ke bawah 

e) Putra saudara laki-laki sebapak seterusnya ke bawah 

f) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah) 

g) Paman seayah (saudara laki-laki ayah) 

h) Anak laki-laki dari paman kandung 

i) Anak laki-laki paman seayah 
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j) Atau wali muhakam, wali yang diangkat oleh mempelai 

perempuan. 

2) Wali Mujbir 

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak dan 

kekuasaan penuh untuk menikahkan orang yang berada dalam 

tanggungannya, meskipun tanpa meminta persetujuan, 

pemberitahuan, atau persetujuan dari yang bersangkutan. 

Ketentuan ini berlaku selama yang berada dalam perwaliannya 

belum dewasa dan wali menilai bahwa calon pasangan yang 

dipilih merupakan pribadi yang baik serta layak membina 

kehidupan rumah tangga. Namun, kondisi ini berbeda apabila 

yang berada di bawah perwaliannya adalah seorang janda yang 

ingin menikah kembali. Dalam hal tersebut, wali mujbir tidak 

memiliki kewenangan untuk menolak atau menghalangi, karena 

janda dianggap telah cakap dan dewasa. Adapun ketentuan 

yang harus dipenuhi oleh wali mujbir adalah sebagai berikut: 

a) Menikahkan putrinya dengan pria yang sepadan.  

b) Memastikan calon suami memberikan mahar yang harus 

sesuai dengan derajar atau kedudukan putrinya.  

c) Dilarang menikahkan dengan pria yang membuatnya 

kecewa. 
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d) Tidak terdapat paerselisihan antara putrinya dan wali 

mujbir, serta tidak ada kepentingan tertentu antara wali 

mujbir dengan calon suami. 

e) Apabila putrinya tidak mengatakan benar bahwasannya 

telah tidak perawan.
15

 

3) Wali Mukhtar 

Wali mukhtar ialah wali yang tidak memiliki 

kewenangan khusus untuk memaksa perempuan yang berada 

dalam perwaliannya untuk segera menikah.
16

 

4) Wali Hakim 

Pengertian wali hakim ialah seseorang yang diberi 

mandat oleh Lembaga masyarakat atau pemerintah agar 

bertugas sebagai Qadhi, yang memiliki kewenangan bertindak 

sebagai wali dalam suatu pernikahan.
17

 

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005, wali hakim adalah Kepala KUA kecamatan yang 

ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Menteri Agama untuk 

menikahkan calon mempelai perempuan yang tidak 

mempunyai wali. Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan bahwa 

apabila Kepala KUA kecamatan tidak dapat hadir untuk 

menjalankan tugas sebagai wali hakim, maka Kepala Bidang 
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Urusan Agama Islam pada KUA tersebut, berdasarkan mandat 

dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, 

berhak menunjuk dan menugaskan seorang penghulu dari 

kecamatan setempat atau wilayah terdekat untuk sementara 

melaksanakan peran sebagai wali hakim.
18

  

Pada Pasal 1 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2005 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah 

Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melaksanakan tugas 

sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak 

memiliki wali. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat wali 

hakim adalah: 

a) Wali Nikah tidak diketahui keberadaannya. 

b) Wali yang tersedia justru calon suami sendiri, sementara 

tidak ada wali lain yang setara kedudukanya. 

c) Wali berada di tempat yang jauh dengan jarak yang 

membolehkan shalat qasar, yaitu minimal 92,5 km. 

d) Wali sedang berada dalam penjara dan tidak bisa ditemui 

e) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh 

f) Calon mempelai merupakan anak hasil hubungan di luar 

nikah sehingga hanya memiliki nasab kepada ibunya  
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g) Wali mengalami gangguan jiwa atau memiliki sifat fasik.
19

 

5) Wali Muhakkam  

Wali muhakkam ialah wali yang berhak menggantikan 

posisi wali nikah apabila wali nikah maupun wali hakim 

menolak menjadi wali nasab, sehingga pernikahan calon 

mempelai terhambat dengan alasan tertentu. Wali muhakkam 

ditunjuk langsung oleh calon mempelai, namun untuk dapat 

menjalankan peran tersebut, ia harus memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan, yaitu beragama Islam, telah baligh, 

berjenis kelamin laki-laki, berakal sehat, dan 

memiliki sifat adil. 

6) Wali Adhal  

Wali adhal adalah wali yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk menikahkan putrinya, namun menolak, 

enggan, atau tidak bersedia menikahkan putrinya yang sudah 

cukup umur dengan calon suami pilihannya, meskipun 

keduanya saling mencintai dan menginginkan 

pernikahan tersebut.
20

 Ketentuan mengenai wali adhal telah 

diatur dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya dalam 

bagian perundang-undangan yaitu: 

1. Wali nikah merupakan salah satu unsur atau syarat wajib 

dalam pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai 
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perempuan dan laki-laki, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang 

Wali Hakim. Penetapan atau pernyataan bahwa seorang 

wali telah adhal harus dilakukan melalui proses di 

pengadilan agama yang berwenang sesuai wilayah 

domisili calon mempelai. 

2. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 menegaskan bahwa 

wali hakim tidak berwenang menggantikan wali nikah atau 

menikahkan calon mempelai tanpa adanya penetapan 

terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Penetapan tersebut 

diberikan jika terbukti bahwa wali nikah benar-benar tidak 

dapat menikahkan putrinya, baik karena tidak bisa hadir, 

tidak diketahui keberadaannya (ghoib), maupun secara 

tegas menolak atau tidak menghendaki pernikahan yang 

akan dilangsungkan. Substansi Pasal 23 ini sejalan dengan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama. 

3. Dalam hukum Islam, wali adhal adalah wali yang tidak 

mau menikahkan putrinya yang telah dewasa (balig) dan 

berakal, meskipun putrinya telah memiliki calon suami 

pilihan dan siap menikah.
21

 Secara hukum, yang berhak dan 

berwenang menikahkan adalah wali aqrab atau orang yang 

menerima wasiat dari wali aqrab tersebut. Wali aqrab juga 
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memiliki hak penuh untuk menolak pernikahan dengan 

alasan tertentu, seperti calon suami tidak sekufu, putrinya 

sudah lebih dulu dipinang orang lain, memiliki cacat fisik, 

atau berakhlak buruk. Hak dan wewenang wali aqrab ini 

sangat kuat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, 

termasuk kepada hakim.
22

 

2. Wali Adhal  

Meskipun setiap daerah di Indonesia memiliki keyakinn serta tata 

cara pernikahan yang berbeda, suatu perkawinan baru dianggap sah atau 

diakui secara resmi apabila seluruh syarat dan rukun perkawinan telah 

dipenuhi. Keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan pelaksanaannya 

yang sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan Tahun 2019. Bagi umat Islam, sahnya pernikahan bergantung 

pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. 

Dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya bagi umat Islam, 

keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan merupakan suatu 

keharusan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19–23 Kompilasi Hukum 

Islam serta Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pencatatan Nikah. Kehadiran wali nikah menjadi ketentuan yang 

disepakati oleh mayoritas ulama (kecuali mazhab Hanafi). Dengan 
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demikian, apabila wali nikah tidak hadir, maka pernikahan 

dinyatakan tidak sah.
23

 

Di Indonesia, ketentuan mengenai urutan wali nikah mengikuti 

pendapat mazhab Syafi‟i sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu:  

a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka 

d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Selain itu, wali nikah bagi calon mempelai perempuan juga harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus laki-laki yang telah baligh, beragama 

Islam, dan memiliki akal yang sehat. 

Pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat satu dan dua juga 

mengatur tentang wali adhal yaitu  

a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkankannya atau tidak deketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 
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b. Dalam wali adhal atau enggan maka hakim baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali 

tersebut 

Dalam praktiknya, wali nikah bagi calon mempelai perempuan 

sering kali justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan pernikahan. 

Kendala muncul ketika wali menolak atau enggan menjalankan perannya 

dengan berbagai alasan. Kondisi ini disebut sebagai wali adhal, yakni wali 

yang menolak atau tidak bersedia menikahkan anak atau perempuan yang 

berada di bawah perwaliannya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai wali 

adhal apabila: pertama, ia menolak menikahkan calon mempelai 

perempuan dengan laki-laki pilihannya, meskipun perempuan tersebut telah 

menerima lamaran; dan kedua, wali berusaha menikahkannya dengan laki-

laki pilihannya sendiri, sedangkan calon mempelai perempuan menolak dan 

meminta agar dinikahkan dengan laki-laki lain yang sepadan serta sesuai 

dengan keinginannya.
24

 

                      

                             

                          

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat 

kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma‟ruf. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan 
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lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

(Q.S. Al-Baqarah : 2 : 232). 

 

Dan Hadist Nabi: 

 
Artinya: Dari Ibn Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Janda 

itu lebih berhak kepada dirinya daripada walinya, dan gadis itu 

dimintakan izinnya untuk pernikahannya. Dan tanda izinnya 

adalah diamnya. 

 

  Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa para wali termasuk 

orang yang mempunyai hak atas orang-orang yang ada di bawah 

perwaliannya. Dan wali termasuk orang yang dapat menghalangi 

berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan dilaksanakan 

tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan 

ketentuan agama.
25

 

Pada dasarnya, penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai 

perempuan dengan calon suaminya dapat disebabkan oleh dua jenis alasan, 

yaitu alasan syar‟i dan non-syar‟i. Alasan syar‟i merupakan alasan yang 

dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam, misalnya calon mempelai pria 

masih terikat pertunangan, berbeda agama, atau memiliki cacat fisik yang 

dapat menghalangi dirinya dari menjalankan kewajiban sebagai suami. 

Dengan adanya alasan syar‟i tersebut, keputusan wali untuk menolak 

pernikahan wajib dihormati, dan kewenangan wali tidak dapat dialihkan 

kepada wali hakim. 

Alasan kedua adalah alasan yang tidak bersifat syar‟i. Alasan ini 

berupa penolakan wali nikah yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam 
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maupun ketentuan syariat. Contohnya, calon mempelai pria berasal dari 

suku yang berbeda, berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, 

tidak memiliki pekerjaan sebagai pengusaha atau pegawai negeri, atau 

adanya adat yang melarang jenis perkawinan tertentu dalam masyarakat. 

Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk penolakan yang tidak memiliki 

landasan yang sah menurut ajaran Islam.
26

 

Penyelesaian pernikahan jika walinya adhal atau enggan 

menikahkan menurut para ulam‟ fiqih sebagai berikut: dalam mazhab 

Maliki, persoalan dan penyelesaian terkait wali adhal dilimpahkan kepada 

seorang hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk menggantikan peran wali 

sebagai upaya penyelesaian apabila wali yang bersangkutan tetap bersikap 

„adhal. Meski demikian, sebagian ulama dalam mazhab ini berpendapat 

berbeda, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada wali kerabat lain 

selain wali aqrab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut 

pendapat Hambaliyah, apabila seorang wali enggan atau menolak (menjadi 

wali adhal) dalam menikahkan anaknya, maka hak perwaliannya berpindah 

kepada wali yang lebih jauh derajatnya, dari wali aqrab hingga wali ab‟ad 

yang paling jauh. Namun, apabila semua wali tetap bersikap adhal, maka 

hak perwalian tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut mazhab 

Hanafiah, apabila wali bersikap adhal dalam pernikahan, maka 

penyelesaiannya diserahkan kepada hakim yang bertindak sebagai 

penengah. Bila wali adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya maka, 
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dan mana wali ab’ad juga tidak bisa menggantikannya maka hak dari 

kewaliannya akan di pindahkan pada wali hakim. 

3. Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radbruch, untuk mencapai tujuan hukum perlu 

diperhatikan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut kerap saling 

berbenturan, misalnya antara kepastian hukum dengan keadilan maupun 

kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik di antara 

ketiganya dalam penerapan hukum, maka harus ditentukan nilai yang 

diprioritaskan dan nilai yang dikesampingkan. Adapun urutan prioritas nilai 

hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadilan hukum sebagai yang 

utama, kemudian kemanfaatan hukum, dan terakhir kepastian hukum.
27

 

Dengan menerapkan susunan prioritas tersebut, diharapkan 

pertentangan internal dalam sistem hukum dapat diminimalkan. Pada 

awalnya, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai 

yang paling utama. Namun, setelah menyaksikan praktik penyalahgunaan 

kekuasaan di Jerman pada masa rezim Nazi yang melalui hukum positif 

justru membenarkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia 

selama Perang Dunia II Gustav kemudian merevisi pandangannya. Ia 

menegaskan kembali bahwa keadilan hukum harus ditempatkan sebagai 

prioritas tertinggi, mengungguli nilai-nilai hukum lainnya. Meski demikian, 
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Gustav menilai bahwa ketiga unsur ini bersifat dinamis atau dapat berubah-

ubah sesuai kebutuhan lapangan. 

a) Teori Keadilan 

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk tidak bersikap 

individualistis serta tidak mengesampingkan hak dan kewajibannya 

terhadap orang lain. Keadilan berperan sebagai unsur penting yang 

menjaga keteraturan kehidupan bersama, sehingga pemenuhan hak dan 

kewajiban dapat terlaksana tanpa merusak hubungan sosial di antara 

anggota masyarakat. Dalam konteks hukum, keadilan menjadi salah 

satu tujuan utama penegakan hukum di tengah masyarakat. Meskipun 

demikian, keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, karena hukum 

juga diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Pada prinsipnya, hukum diharapkan mampu mengakomodasi 

seluruh tujuan hukum secara seimbang. Namun, Gustav Radbruch 

menegaskan bahwa keadilan menempati posisi yang paling utama 

dibandingkan tujuan hukum lainnya. Pandangan tersebut juga sejalan 

dengan pernyataan seorang hakim di Indonesia yang menyatakan 

bahwa apabila demi terwujudnya keadilan kepastian hukum harus 

dikesampingkan, maka hal tersebut dapat dilakukan. Dalam pandangan 

ini, hukum dipahami sebagai alat, sementara keadilan merupakan tujuan 

akhir yang hendak dicapai.
28
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Aristoteles, filsuf asal Yunani, memberikan sumbangan 

pemikiran yang signifikan dalam kajian mengenai keadilan dan hukum. 

Ia mengklasifikasikan konsep keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu 

keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan 

dengan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan jasa, peran, serta 

kontribusi masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat, 

sehingga berlaku dalam relasi antara masyarakat dan individu. Adapun 

keadilan korektif berfungsi untuk melindungi dan memulihkan keadilan 

distributif apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan yang berpotensi 

merusak keseimbangan keadilan tersebut.
29

 

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu 

kebajikan yang erat kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia. 

Ia menegaskan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila selaras dengan 

hukum dan sesuai dengan apa yang semestinya. Seseorang dianggap 

tidak adil ketika mengambil hak yang melebihi bagian yang seharusnya 

ia terima. Selain itu, orang yang mengabaikan ketentuan hukum juga 

dipandang sebagai tidak adil, karena segala sesuatu yang ditetapkan 

berdasarkan hukum dipahami sebagai perwujudan keadilan.
30

 

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan dalam hukum 

berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur‟an dan 

Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini berarti bahwa penerapan 

keadilan dalam bidang hukum harus selaras dengan dua prinsip pokok, 

                                                           
 29

 Subhan Amin, Keadilan dalam Perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat, Jurnal 

El-Afkar, Vol 8, No 1, 2019, 5. 

 
30

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 163. 



 

 

 

34 

yaitu sesuai dengan sumber normatif ajaran Islam serta sejalan dengan 

prinsip-prinsip keadilan universal yang dapat diterima oleh akal dan 

pandangan manusia secara umum.
31

 

Dalam ajaran Islam, keadilan harus terwujud melalui 

keselarasan antara ketentuan hukum dan nilai-nilai moral. Islam tidak 

dimaksudkan untuk merusak atau meniadakan kebebasan pribadi 

seseorang, melainkan mengarahkan serta menjaga kebebasan individu 

agar tetap seimbang dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan 

demikian, hukum Islam berperan sebagai sarana untuk menyelaraskan 

kepentingan individu dengan kepentingan bersama, bukan untuk 

mempertentangkannya. Setiap individu diberikan ruang untuk 

mengembangkan hak-hak pribadinya, selama hal tersebut tidak 

merugikan atau mengganggu kepentingan umum.
32

 

b) Teori Kemanfaatan  

Teori Utilitarianisme, yang juga dikenal sebagai teori 

kemanfaatan hukum, secara etimologis berasal dari kata utilitas dalam 

bahasa Latin yang berarti berguna, menguntungkan, dan memberikan 

manfaat. Secara terminologis, teori ini menilai baik atau buruknya suatu 

perbuatan, termasuk apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan 

dengan hukum, berdasarkan manfaat dan faedah yang ditimbulkannya. 

Konsep kemanfaatan dalam teori ini dimaknai sebagai kebahagiaan, 

yakni sejauh mana suatu tindakan mampu menghasilkan kebahagiaan 
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bagi sebanyak mungkin orang, tanpa menjadikannya semata-mata 

diukur dari aspek keadilan hukum. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan 

menimbulkan dampak negatif, kerugian, atau penderitaan, maka 

perbuatan tersebut dinilai tidak baik dan tidak benar. Dengan demikian, 

dalam perspektif utilitarianisme, ukuran utama kebaikan dan keburukan 

suatu tindakan terletak pada tingkat kemanfaatan yang dihasilkannya
33

 

Jeremy Bentham, filsuf yang mengembangkan gagasan 

utilitarianisme, merumuskan prinsip dasarnya sebagai upaya 

mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang 

paling banyak. Ia berpandangan bahwa prinsip tersebut seharusnya 

dijadikan landasan dalam kehidupan politik maupun pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen yang mengatur 

kehidupan bersama, hukum dituntut untuk mampu menciptakan 

kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan. Atas dasar 

pemikiran tersebut, 
34

 

c) Teori Kepastian 

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama 

hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Nilai ini dipandang 

penting karena menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum tercermin dalam 

penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan 

setara terhadap setiap perbuatan, tanpa melihat siapa pelakunya. 
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Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memahami akibat 

hukum dari tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kepastian 

hukum sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya asas persamaan 

di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
35

 

Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa setiap 

individu bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak terwujud, maka tidak 

terdapat pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menentukan 

batasan perilaku yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pandangan 

Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah 

satu tujuan utama hukum merupakan hal yang tepat dan beralasan. 

Gustav Radbruch merumuskan empat pokok utama yang 

berkaitan dengan konsep kepastian hukum. Pertama, hukum harus 

bersifat positif, yaitu telah ditetapkan dan diundangkan secara resmi. 

Kedua, hukum disusun berdasarkan fakta atau realitas yang benar-benar 

terjadi dalam masyarakat. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan 

secara tegas, jelas, dan pasti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman 

serta memudahkan penerapannya. Keempat, hukum positif tidak 

seharusnya mudah diubah atau diganti. Pandangan ini didasarkan pada 

pemikiran Radbruch bahwa kepastian hukum pada hakikatnya 

merupakan kepastian terhadap keberlakuan hukum itu sendiri.
36
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah diperlukan metode 

penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang menjadi objek kajian. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau legal 

research. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

melalaui analisis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dikaji. 

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan menelaah kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu atau 

masalah hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan jawaban atas 

persoalan tersebut. Umumnya, penelitian normatif menggunakan bahan 

hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, 

pandangan para ahli atau doktrin, teori hukum, serta hasil penelitian 

sebelumnya dan sumber sejenis lainnya.
37

 

Jenis penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, 

karena pelaksanaannya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-

undangan tertulis serta berbagai bahan hukum lain yang memiliki keterkaitan 

dengan isu hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini juga dapat dikategorikan 

sebagai penelitian kepustakaan, sebab sebagian besar data yang digunakan 
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berasal dari bahan hukum sekunder yang umumnya diperoleh melalui sumber-

sumber di perpustakaan.
38

  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan alat yang membantu peneliti dalam memahami 

serta mengarahkan jalannya penelitian. Pendekatan juga dapat dipahami 

sebagai upaya menjalin keterhubungan, baik dengan objek maupun metode 

tertentu, yang kemudian diterapkan dalam proses penelitian melalui beragam 

jenis pendekatan. Dalam penelitian hukum, berbagai macam pendekatan 

digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, 

termasuk dalam mengkaji sengketa wali adhal yang muncul akibat pengaruh 

adat Rumah Mojok.
39

 

Adapun pendekatan-pendekatan yang di pakai oleh penulis di antaranya: 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) 

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang di 

gunakan dengan cara meneliti serta mengkaji aturan hukum yang relevan 

serta sesuai dengan pembahasan yang akan di angkat penulis.
40

 Karena 

objek yang dikaji adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi fokus 

utama penelitian, maka peneliti perlu memandang hukum sebagai suatu 

sistem tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Comprehensive: Artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya 

terkait antara satu dengan lain secara logis. 

                                                           
 

38
 Muhaiimin, Metode Penelitian Hukum, 45. 

 39
 Muhaiimin, Metode Penelitian Hukum , 54-55 

 
40

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana,2021), 133. 



 

 

 

39 

b. All-inclusive: bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada 

kekurangan hukum.  

c. Systematic: Bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping 

bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis. 

2. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan norma 

atau kaidah hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun 

hukum adat, sebagaimana tampak dalam praktik hukum. Fokus utamanya 

adalah pada perkara-perkara yang telah diputus, sebagaimana tercermin 

dalam yurisprudensi yang menjadi objek penelitian.
41

 

C. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum berfungsi sebagai acuan sekaligus penunjang dalam 

keberhasilan suatu penelitian, terutama yang berhubungan dengan pokok 

kajian penelitian. Karena itu, penelitian ini menerapkan metode normatif 

dengan menggunakan berbagai sumber, di antaranya: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, putusan 

pengadilan, serta berbagai dokumen resmi lainnya. Yang termasuk ke 

dalam kategori bahan hukum primer antara lain: 
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a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

b. Pasal 18 Peraturan Mentri Agama Nomor 11 tahun 2007 

c. Kompilasi Hukum Islam 

d. Putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder merujuk pada bahan hukum yang 

memberikan uraian atau analisis terhadap sumber hukum primer. Jenis 

sumber ini meliputi buku, jurnal hukum, artikel, skripsi, maupun 

pandangan para ahli. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan 

penjelasan atau menunjukkan terkait bahan hukum primer maupun 

sekunder. Dan penjelasan ataupun petunjuk tersebut biasanya diperoleh 

dari berbagai sumber seperti kamus hukum, kamus bahasa, maupun situs 

web yang membahas hukum.
42

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam 

melaksanakan penelitian. Karena di dalam tahap ini peneliti harus 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tanpa adanya 

data yang dapat mendukung, sebuah penelitian tidak dapat di katakana 

penelitian yang valid.
43
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Peneliti melakukan kajian untuk mendapatkan informasi dan bahan 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka teknik 

pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan jenis pendekatan yang 

digunakan. 

Peneliti melakukan kajian untuk memperoleh informasi serta bahan 

hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Karena penelitian ini 

termasuk penelitian kepustakaan (library research), maka metode 

pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan pendekatan yang 

dipakai. 

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan 

isu yang dibahas, peneliti menelaah berbagai sumber dan dokumentasi, baik 

melalui media internet, buku, maupun sumber lainnya, serta mengarsipkan 

dokumen yang diperlukan dan berkaitan dengan pokok permasalahan 

penelitian ini.
44

 

Data dikumpulkan dengan merujuk pada literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, untuk memperoleh 

landasan teoritis yang bersifat ilmiah serta dasar yuridis normatiaf yang dapat 

dijadikan sebagai pembanding dan acuan dalam menganalisis permasalahan 

yang dibahas. 
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E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang meliputi pengkajian 

atau penelaahan terhadap data yang telah diolah, dengan menggunakan teori-

teori yang sebelumnya telah dikumpulkan sebagai landasan.
45

  

Teknik yang digunakan untuk mengolah bahan hukum yang telah 

diperoleh dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah reduksi 

data, yaitu proses menyaring, mengelompokkan, dan menyusun data secara 

teratur agar mempermudah penarikan kesimpulan, penyajian data merupakan 

proses penyusunan informasi secara terstruktur sehingga dapat dapt 

mendukung pengambilan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan dang 

mencoba merumuskan temuan-temuan yang diperoleh dari data tersebut. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan langkah yang ditempuh untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid dan tidak mengandung unsur 

plagiarisme terhadap karya orang lain. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, 

diperlukan pemeriksaan terhadap tingkat kredibilitas temuan, salah satunya 

dengan menerapkan teknik uji keabsahan data seperti triangulasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi sumber 

agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan valid terkait 

permasalahan yang dikaji. Teknik triangulasi ini juga bertujuan memperkuat 

hasil mengenai analisis hukum keluarga Islam terhadap penetapan wali adhal 
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karena faktor adat rumah mojok putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi  

dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi, sehingga 

diperoleh pemahaman yang utuh dan akurat. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Tahap Sebelum Riset 

 Pada tahap awal, penulis melakukan pencarian putusan perkara di 

Pengadilan Agama Banyuwangi yang berhubungan dengan Wali yang 

Adhal atau menolak untuk menikahkan anaknya Selain itu, penulis juga 

menelusuri berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, 

seperti buku dan jurnal. 

2. Tahap Riset 

 Dalam tahap riset, penulis berusaha mempelajari serta memahami 

latar belakang permasalahan penelitian, kemudian mengumpulkan data 

yang memadai. Data tersebut selanjutnya akan disusun dan dianalisis lebih 

mendalam untuk diuraikan dalam setiap bab pembahasan. 

3. Tahap Pasca-Riset 

 Pada tahap akhir, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, penulis 

menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 

Selanjutnya, penulis memberikan saran yang kemudian dicantumkan 

dalam laporan penelitian ini. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan putusan wali adhal 

Karena Faktor Keyakinan Rumah Mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi 

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga sebagai suami 

istri. Yang mempunyai ikatan baik lahir maupun batin dan ditujukan untuk 

mewujudkan tujuan utama pernikahan, yaitu membina keluarga yang 

harmonis, penuh kasih sayang, sejahtera, dan bahagia berdasarkan nilai-nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
46

 Namun, dalam kenyataannya, tidak semua 

pernikahan berjalan dengan lancar. Perbedaan budaya kerap menjadi salah 

satu penyebab timbulnya perselisihan antar keluarga. Dalam sebuah 

pernikahan, sering kali pasangan suami istri berasal dari latar belakang 

budaya yang berbeda. Pernikahan semacam ini disebut pernikahan beda 

budaya, yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap saling pengertian dan 

toleransi antara kedua belah pihak. 

Meskipun terdapat perbedaan, hal itu tidak menutup kemungkinan 

bagi kedua belah pihak untuk tetap bersama karena adanya ikatan yang kuat 

serta kasih sayang di antara mereka. Namun, dalam praktiknya, masih sering 

muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya penolakan 

perwalian, penolakan wali nikah atau orang tua dari pihak perempuan karena 
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adanya keyakinan bahwa nikah rumah mojok akan mendatangkan musibah 

bagi keluarga dan rumah tangganya. 

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidak serta merta 

langsung diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam praktiknya, 

hakim harus menelaah secara cermat setiap perkara. Hakim wajib 

menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai keadilan, agar 

putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang 

bersangkutan. 

Dalam mengambil keputusan, majelis hakim harus berpedoman pada 

dalil-dalil hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim 

juga berkewajiban memberikan pertimbangan dan penjelasan yang rasional 

kepada para pihak yang berperkara. Pertimbangan hukum ini mencerminkan 

bagaimana hakim menilai dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan. Setiap perkara dianalisis secara menyeluruh dari sisi pemohon 

maupun termohon, guna memastikan seluruh aspek telah dipertimbangkan 

dengan matang sebelum putusan ditetapkan. 

1. Dukuk Perkara 

Berkaitan dengan permasalahan wali adhal karena faktor adat 

rumah mojok penulis akan menguraikan duduk perkara penetapan Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. duduk perkara dari permasalahan ini yakni 

Pemohon adalah seorang perempuan beragama Islam, berumur 21 tahun 

(lahir 30 Maret 2003), berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Ia 

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banyuwangi karena ayah 
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kandungnya menolak menjadi wali nikah saat ia hendak menikah dengan 

calon suaminya. Calon suami Pemohon adalah seorang pria berumur 26 

tahun (lahir 7 April 1998), beragama Islam, bekerja sebagai pedagang 

dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000 per bulan. Statusnya jejaka, juga 

berdomisili di Banyuwangi. Bahwa hubungan antara pemohon dengan 

calon suami pemohon sedemikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena 

sudah berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. 

Bahwa keluarga besar pemohon sebenarnya telah mengetahui 

hubungan antara pemohon dan calon suaminya. Namun, ayah kandung 

pemohon selaku wali menolak menandatangani berkas-berkas di KUA 

yang berkaitan dengan izin wali dan persyaratan lainnya. Ayah pemohon 

enggan memberikan bantuan dengan alasan bahwa kondisi rumah 

pemohon dan calon suaminya dianggap kurang layak atau “mojok”. 

Pemohon juga telah berupaya mendekati dan membujuk ayahnya agar 

bersedia membantu melengkapi berkas di KUA serta menikahkannya 

dengan calon suami pemohon tersebut, tetapi ayah pemohon tetap pada 

pendiriannya dan menolak untuk menjadi wali. 

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandungnya tidak 

didasarkan pada ketentuan hukum maupun pertimbangan yang menjamin 

kesejahteraan dirinya. Karena itu, pemohon tetap berkeinginan untuk 

melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dengan alasan bahwa 

ia telah cukup dewasa dan siap menjalani peran sebagai istri maupun ibu 

rumah tangga. Demikian pula calon suaminya dinilai telah siap memikul 
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tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, serta memiliki 

penghasilan sebesar Rp5.000.000 setiap bulan. Selain itu, pemohon dan 

calon suaminya juga telah memenuhi seluruh persyaratan dan tidak 

terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum 

Islam maupun peraturan perundang-undangan. 

Pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan pemohon beserta 

calon suami dari pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan ayah 

kandung dari pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dalam 

persidangan tersebut majelis hakim menasehati pemohon untuk 

mengurungkan niat pemohon tersebut, majelis hakim berupaya agar 

pemohon menikah dengan adanya wali nikahnya wali nasab (ayahnya) 

akan tetapi tidak berhasil. 

Dalam proses pembuktian, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi, yaitu paman dari pihak pemohon dan paman dari pihak calon suami 

pemohon, Kedua saksi tersebut terlebih dahulu disumpah oleh majelis 

hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebelum memberikan keterangan. 

Dalam kesaksiannya, masing-masing saksi menegaskan bahwa mereka 

mengenal baik pemohon maupun calon suaminya. Dalam kesaksian 

tersebut para saksi juga memaparkan bahwa mereka juga mengetahui 

hubungan pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan 

menjalin hubungan selama lima tahun. 

 Bahwa salah satu saksi yang merupakan paman dari calon suami 

pemohon memberikan keterangan bahwa calon suami dari pemohon 
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sudah meminang pemohon untuk diperistrinya kepada ibu pemohon 

(karena ibu pemohon dengan suaminya) telah bercerai dan pinangan 

tersebut telah di terima oleh ibu pemohon akan tetapi Ketika meminta 

restu kepada ayah pemohon ternyata dilarang oleh ayah pemohon dan 

sebab dari penolakan tersebut saksi tidak tahu, 

Saksi ke dua yang merupakan paman dari pihak pemohon 

memberikan keterangan bahwa pemohon dan calon suaminya sudah 

berniat ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi ayah pemohon 

sebagai wali tidak mau menjadi wali dari pernikahan tersebut dengan 

alasan ibu pemohon tidak mau atau menolak untuk diajak rujuk oleh ayah 

pemohon bahwa ke 2 (dua) saksi mengetahui bahwa calon suami 

pemohon bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan 5.000.000 setiap 

bulannya, bahwa pemohon dan calon suami pemohon saling mencintai, 

siap melangsungkan pernikahan serta tidak ada hubungan senasab yang 

dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pemohon juga tidak dalam 

pinangan orang lain. 

2. Pertimbangan Hakim 

Selain bukti-bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh pihak 

pemohon dan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan, majelis 

hakim juga mempertimbangkan perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan fakta di muka 

persidangan sebagai berikut: 
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a) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud permohonan 

Pemohon adalah untuk mendapatkan izin menikah dengan calon 

suaminya. Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar meminta 

kembali persetujuan ayahnya sebagai wali, namun ayah tetap menolak 

hadir ke KUA untuk menjadi wali nikah meskipun telah dibujuk oleh 

Pemohon dan calon suaminya. 

b) Dari keterangan dan bukti berupa fotokopi e-KTP (P.2), diketahui 

bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi sehingga 

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi. 

Dalam surat permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa ayahnya 

menolak menjadi wali nikah dengan alasan pribadi, yakni menuntut 

agar ibu Pemohon mau rujuk terlebih dahulu dengannya. Karena 

alasan tersebut, ayah menolak membantu dan tidak memberikan restu 

atas pernikahan Pemohon. 

c) Calon suami Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menikah, baik 

lahir maupun batin, memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan 

penghasilan sekitar Rp5.000.000 per bulan, serta siap bertanggung 

jawab sebagai kepala keluarga. Untuk mendukung permohonannya, 

Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1–P.5) dan menghadirkan 

dua saksi. 

d) Majelis Hakim menilai bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan 

sah dan relevan dengan perkara ini. Bukti P.2 sampai dengan P.5 juga 

dianggap autentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna 
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karena menjelaskan asal-usul, domisili, dan status Pemohon yang tidak 

terikat perkawinan dengan laki-laki lain. 

e) Berdasarkan seluruh keterangan dan bukti, diperoleh fakta bahwa 

Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama lebih dari 

lima tahun, telah dewasa dan memenuhi syarat untuk menikah menurut 

hukum dan agama, serta tidak memiliki halangan untuk menikah. 

Keduanya telah bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke 

jenjang pernikahan. 

f) Sementara itu, alasan ayah Pemohon menolak menjadi wali karena ibu 

Pemohon tidak mau rujuk dinilai tidak berdasar secara hukum maupun 

syar‟i. Sikap wali yang demikian menunjukkan bahwa ia telah adhal, 

yaitu menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah. 

g) Majelis Hakim menilai bahwa penolakan wali justru dapat 

menimbulkan kemudaratan (mafsadat) yang lebih besar bagi Pemohon 

dan calon suaminya, karena dapat menghalangi pernikahan sah dan 

membuka peluang terjadinya dosa. Dalam hal ini, mencegah 

kemudaratan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.  

h) Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa wali nikah 

Pemohon telah adhal, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam, serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 

Agama Nomor 2 Tahun 1987, hak perwalian berpindah kepada Wali 
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Hakim untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon 

suaminya. 

Berdsarkan pada uraian pertimbangan majelis hakim pengadilan 

Agama Banyuwangi di atas selanjutnya majelis hakim dapat 

menyimpulkan bahwasannya pertimbangan tersebut sebagai suatu alasan-

alasan dalam menjatuhkan putusan wali adhal karena faktor adat rumah 

mojok nomor register 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.  

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, peneliti menilai bahwa penetapan wali adhal 

telah didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai konsep perwalian 

dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif. Majelis 

Hakim terlebih dahulu mengedepankan prinsip utama perwalian dengan 

mendorong Pemohon agar kembali meminta persetujuan wali nasab, yaitu 

ayah kandungnya. Langkah ini menunjukkan bahwa hakim tetap 

menempatkan wali nasab sebagai wali utama sebagaimana diatur dalam 

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, ketika 

terbukti bahwa wali nasab tetap menolak tanpa alasan yang sah secara 

hukum maupun syar‟i, hakim secara proporsional mengalihkan perwalian 

kepada wali hakim demi menjaga keabsahan pernikahan Pemohon. 

Penetapan status wali adhal dalam perkara ini dinilai telah 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) KHI, 

yakni adanya penolakan wali untuk menikahkan perempuan tanpa alasan 

yang dibenarkan oleh syariat Islam. Alasan penolakan ayah Pemohon 
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yang mensyaratkan rujuknya ibu Pemohon tidak memiliki relevansi 

hukum dengan syarat dan rukun perkawinan, sehingga tidak dapat 

dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Dengan 

demikian, sikap wali tersebut secara yuridis dan normatif dapat 

dikualifikasikan sebagai adhal, yang membuka ruang bagi peralihan hak 

perwalian kepada wali hakim. 

Dari aspek kualitas dan kuantitas pembuktian, Majelis Hakim 

telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup dan sah, berupa bukti 

tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan dua orang saksi yang 

saling bersesuaian. Bukti-bukti tersebut secara komprehensif telah 

menjelaskan identitas, domisili, status hukum Pemohon, serta adanya 

penolakan perkawinan dari pihak wali. Oleh karena itu, pertimbangan 

hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena 

berangkat dari fakta-fakta persidangan yang teruji secara hukum acara. 

Secara logika hukum, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan 

alur penalaran yang sistematis dan konsisten, dimulai dari penetapan 

kewenangan relatif pengadilan, pemeriksaan fakta dan alat bukti, 

penilaian kelayakan calon mempelai, hingga analisis terhadap alasan 

penolakan wali. Hakim juga menerapkan kaidah fiqh dar‟ul mafsadah 

muqaddam „ala jalbil mashlahah, yaitu mencegah kemudaratan harus 

lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Penolakan wali yang 

berlarut-larut dinilai berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar, 
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baik bagi Pemohon maupun calon suaminya, sehingga penetapan wali 

hakim menjadi solusi yang rasional dan proporsional. 

Ditinjau dari teori keadilan, putusan ini mencerminkan keadilan 

substantif karena memberikan perlindungan terhadap hak Pemohon 

sebagai subjek hukum untuk melangsungkan pernikahan yang sah. 

Penolakan wali yang didasarkan pada konflik pribadi orang tua dinilai 

tidak adil apabila dibebankan kepada Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis 

Hakim telah menempatkan kepentingan dan hak Pemohon di atas 

kepentingan subjektif wali, sehingga putusan ini sejalan dengan prinsip 

keadilan dalam hukum keluarga Islam. 

Berdasarkan teori kemanfaatan, penetapan wali hakim dalam 

perkara ini memberikan manfaat hukum dan sosial yang nyata, yaitu 

terciptanya kepastian bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan 

secara sah serta terhindarnya potensi pelanggaran norma agama dan 

sosial akibat tertundanya pernikahan. Pertimbangan hakim juga selaras 

dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syari„ah), khususnya dalam 

menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-„ird). 

Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, Majelis Hakim 

telah mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang jelas dan relevan, yaitu Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (2) KHI, serta Pasal 2 ayat (2) dan 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Dengan 

merujuk pada norma hukum tersebut, putusan ini memberikan kepastian 
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mengenai mekanisme peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali 

hakim, sehingga dapat dilaksanakan secara administratif oleh 

instansi yang berwenang. 

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Wali Adhal 

Karena Faktor Keyakinan Rumah Mojok Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi 

Perspektif Hukum Keluarga Islam. 

Hukum materil merupakan seperangkat aturan pokok yang mengatur 

hak dan kepentingan individu.
47

 Berdasarkan hal tersebut, peran hakim 

menjadi sangat penting dalam menjatuhkan putusan yang berlandaskan 

keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim seharusnya memiliki landasan 

hukum yang kokoh agar setiap putusan yang diambil tidak menyimpang dari 

ketentuan hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku di 

lingkungan Peradilan Agama maupun dari hukum acara perdata yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
48

 Dalam membuat 

keputusan, Hakim memiliki wewenang untuk menggunakan diskresi atau 

kebijaksanaannya dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek 

sesuai dengan penilaiannya sendiri.
49

 Dalam menjatuhkan putusan, Hakim 

wajib mempertimbangkan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menegaskan 

bahwa setiap putusan pengadilan tidak hanya harus memuat alasan dan dasar 

pertimbangan, tetapi juga wajib mencantumkan pasal-pasal dari peraturan 
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perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang 

dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam perspektif hukum Islam, wali merupakan unsur penting dalam 

pelaksanaan akad nikah. Keberadaannya berfungsi untuk menjaga 

kemaslahatan dan kehormatan pihak perempuan, serta memastikan bahwa 

pernikahan dilakukan dengan pihak yang layak dan sesuai syariat. Mayoritas 

ulama dari empat mazhab besar yakni Mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali 

berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan.  

Namun, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut 

mazhab ini, seorang perempuan yang telah baligh dan berakal (yakni dewasa 

secara hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas dirinya 

sendiri) berhak untuk menikahkan dirinya tanpa perantara wali. Mereka 

berargumentasi bahwa perempuan yang cakap hukum memiliki kewenangan 

penuh atas kehendak dan tindakan hukumnya, termasuk dalam akad nikah. 

Pendapat ini didasarkan pada prinsip ahliyyah al-ada‟ (kemampuan bertindak 

hukum) yang dimiliki oleh orang yang telah mencapai kedewasaan. 

Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi merupakan perkara di 

bidang perdata. Dalam kasus ini, pemohon bermaksud menikah dengan calon 

suami pilihannya, yang menurut pandangannya memiliki kriteria yang pantas 

untuk dijadikan pasangan hidup. Di sisi lain, calon suaminya telah 

menunjukkan keseriusan dengan datang langsung dan meminang pemohon 

untuk di peristri kepada ibu pemohon (karena antara ibu pemohon dengan 

suaminya telah bercerai) akan tetapi Ketika ingin meminta restu kepada ayah 
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pemohon ternyata dilarang oleh ayah pemohon dengan alasan arah rumah 

yang kurang baik atau (mojok). 

Permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk 

memperoleh izin menikah melalui wali hakim merupakan bentuk permohonan 

yang bersifat voluntair, bukan sengketa, melainkan permohonan penetapan 

hukum. Permohonan ini berawal dari adanya penolakan wali nasab (ayah 

kandung) untuk menikahkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan secara 

syar‟i. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan perintah yang bernilai 

ibadah dan sosial, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.” Maka, 

segala bentuk penolakan wali yang menghambat tercapainya tujuan suci 

pernikahan tanpa alasan yang benar merupakan tindakan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai syariat. 

Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan prinsip kehati-

hatian dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar terlebih dahulu 

meminta kembali restu kepada ayahnya sebagai wali nikah. Langkah tersebut 

mencerminkan penerapan asas tabayyun dalam hukum Islam, sebagaimana 

perintah Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, “Hai orang-orang yang beriman, 

jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 

dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa 
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mengetahui keadaannya.” Prinsip ini menegaskan bahwa hakim wajib 

memastikan kebenaran peristiwa hukum, termasuk memastikan apakah 

penolakan wali benar-benar terjadi dan tidak memiliki dasar syar‟i. Tindakan 

hakim tersebut menunjukkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional 

sesuai dengan fungsi kehakiman dalam Islam, yakni menegakkan kebenaran 

dan keadilan berdasarkan nilai-nilai syariat. 

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ayah Pemohon 

menolak menjadi wali bukan karena alasan agama atau moral calon suami, 

dan juga arah rumah yang kurang baik atau (mojok) tetapi juga karena alasan 

pribadi, yaitu ingin agar ibu Pemohon rujuk dengannya. Dalam pandangan 

fikih, alasan semacam ini tidak termasuk dalam kategori „udzur syar‟i yang 

membolehkan penolakan wali. Ulama sepakat bahwa wali hanya dapat 

menolak apabila calon suami tidak sekufu (kafa‟ah) dalam hal agama, akhlak, 

atau terdapat larangan nikah yang sah menurut syariat. Imam al-Syafi‟i 

menyatakan bahwa apabila wali menolak menikahkan perempuan yang sudah 

pantas menikah tanpa alasan yang sah, maka wali tersebut disebut wali adhal, 

dan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim. 

Penolakan ayah Pemohon tanpa alasan syar‟i bertentangan dengan 

prinsip (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan dalam Islam). 

Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik, 

Ahmad, dan Ibn Majah. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan yang 

menimbulkan mudarat terhadap pihak lain harus dihindari. Dalam konteks ini, 

penolakan wali yang menyebabkan tertundanya pernikahan justru berpotensi 
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menimbulkan kemudaratan bagi Pemohon, seperti fitnah sosial, keretakan 

hubungan keluarga, dan hilangnya kesempatan untuk membentuk rumah 

tangga yang sah. Oleh karena itu, pengalihan perwalian kepada wali hakim 

justru merupakan tindakan yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan 

sebagaimana tuntunan syariat. 

Majelis Hakim juga menilai kelayakan calon suami secara mendalam. 

Calon suami diketahui memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan 

penghasilan yang cukup serta memiliki akhlak baik dan bertanggung jawab. 

Dalam hukum Islam, kelayakan calon suami dikenal dengan konsep kafa‟ah, 

yakni kesepadanan dalam agama, moral, dan kemampuan menanggung 

tanggung jawab keluarga. 

Dalam aspek pembuktian, Pemohon menghadirkan dokumen-

dokumen pendukung seperti surat penolakan wali, KTP, surat keterangan 

belum menikah, serta dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa 

Pemohon telah berupaya meminta restu namun selalu ditolak. Dalam hukum 

Islam, pembuktian disebut bayyinah, yang berarti segala keterangan yang 

dapat menjelaskan kebenaran suatu peristiwa. Majelis Hakim dalam hal ini 

telah menilai bukti dan saksi secara objektif, sehingga menghasilkan 

keyakinan bahwa ayah Pemohon memang menolak tanpa alasan yang 

dibenarkan. Oleh karena itu, penetapan wali hakim memiliki dasar 

pembuktian yang kuat, baik secara hukum positif maupun secara syar‟i.   

Fakta hubungan antara Pemohon dan calon suaminya yang telah 

berjalan selama lima tahun dengan niat yang baik dan kesungguhan untuk 
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menikah menunjukkan kesiapan lahir batin untuk berumah tangga. Majelis 

hakim turut mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi pemohon dan calon 

suaminya. Mengingat hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat, hakim 

menilai bahwa keputusan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya 

mafsadah atau dampak negatif. Dengan kata lain, karena adanya ikatan 

emosional yang kuat serta keseriusan mereka untuk menikah, penolakan 

terhadap permohonan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perilaku 

yang menyimpang atau tidak diinginkan, dalam Islam pernikahan menjadi 

sarana menjaga kehormatan diri hifz al-‘irdh dan keturunan hifz al-nasl, 

penghalangan wali terhadap pernikahan yang sah justru bertentangan dengan 

maqasid syariah, karena menutup jalan bagi pemeliharaan kehormatan dan 

keturunan 

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan 

kemaslahatan (maslahah) dan kemudaratan (mafsadah). 

 
Artinya: Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka 

harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan 

 

 Jika wali terus menolak tanpa alasan yang sah, akan timbul kerusakan 

sosial dan moral. Oleh karena itu, hakim menggunakan pendekatan maslahah 

mursalah untuk menegakkan keadilan substantif, dengan memindahkan 

perwalian kepada wali hakim agar akad nikah dapat dilaksanakan secara sah. 

Langkah ini merupakan penerapan prinsip keadilan Islam yang berorientasi 

pada kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan moral. Berdasarkan 

pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa baik 
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memberikan maupun tidak memberikan wali dalam pernikahan sama-sama 

berpotensi menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, majelis hakim 

memutuskan bahwa memilih mudarat yang lebih ringan adalah dengan 

memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan 

meskipun tanpa persetujuan wali. Dengan dasar pertimbangan tersebut, hakim 

mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa wali pemohon 

termasuk dalam kategori wali ‘adhal (wali yang menolak tanpa alasan syar‟i), 

sesuai dengan kitab fathul mu‟in halaman 104 yang berbunyi:
50

 

 
Artinya: “Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali 

(untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri.”
51

 

 

 Penetapan wali hakim dalam perkara ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Apabila wali enggan atau 

tidak dapat hadir dalam akad nikah, maka kewenangan wali berpindah kepada 

wali hakim.” Ketentuan ini merupakan manifestasi dari hadis Nabi SAW 

“Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” Dalam konteks 

Indonesia, wali hakim diwakili oleh pejabat KUA atau hakim Pengadilan 

Agama. Dengan demikian, hukum Islam terimplementasi dalam hukum 

nasional melalui peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari prinsip 

syariat, Dijelaskan bahwa status ‘adhal pada seorang wali merupakan salah 

satu kondisi yang memungkinkan wali hakim mengambil alih peran sebagai 

wali dalam pernikahan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki. 

                                                           
 

50
 Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11. 

 51
 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in bi Sharh Qurrat al-‘Ain, (Beirut: 

Dar al-Fikr), 104. 
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Penetapan bahwa seorang wali termasuk ‘adhal harus didasarkan pada 

keputusan resmi dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah yang 

memiliki kewenangan di wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan. 

 Secara keseluruhan, penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Banyuwangi dalam perkara wali adhal ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam yang menegakkan keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), dan 

pemeliharaan maqasid al syar‟iyah, Maqasid Syariah mempunyai lima prinsip 

yaitu: 

1. Hifz al-din (memelihara agama) 

2. Hifz al-nafs (memelihara agama) 

3. Hifz al-mal (memelihara harta) 

4. Hifz al-nasl (memelihara keturunan) 

5. Hifz al-aql (memelihara akal)
52

 

 Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, peneliti menilai bahwa 

putusan dalam perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. telah selaras dengan 

ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal 

ini tercermin dari penggunaan dasar normatif berupa pendapat ulama fikih 

yang menyatakan bahwa apabila telah terbukti adanya keengganan wali (wali 

adhal) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya 

tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang menggantikan kedudukan wali 

tersebut.  

                                                           
 52

 Noor Harisudin, Pengantar Studi Fiqih (Malang: Setara Press, 2021), 178 



 

 

 

62 

 Dalam mengabulkannya majelis hakim menetapkan sisi kemafsadatan 

yang akan timbul jika permohonan dari pemohon ditolak. Keyakinan majelis 

hakim mengenai ketakutan terjadinya perzinaan dikarenakan hubungan 

pemohon dan calon suami pemohon sudah terjalin cukup lama yaitu 5 tahun. 

Maka telah sesuai dengan kitab mafhul mu‟in halaman 104 yaitu 

 
Artinya: Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali 

(untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri. 

  

Selain itu majelis hakim juga menerapkan Kaidah Ushuliyah dari imam 

Syai‟I terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nadhir  

 
Artinya: Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka 

harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan. 

 

 Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa wali nikah 

Pemohon terbukti bersikap enggan atau tidak mau menikahkan putrinya 

(adhal), yakni enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. 

Selanjutnya, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan 

putusan yang akan ditetapkan. Suatu putusan dinilai sah apabila berlandaskan 

hukum yang berlaku serta didukung oleh pertimbangan yang terungkap dalam 

persidangan. Oleh karena itu, penetapan wali adhal harus didasarkan pada 

ketentuan syariat Islam yang relevan. 

Dalam menyusun pertimbangannya, Majelis Hakim tetap wajib 

memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari 

putusan yang akan diambil. Prinsip-prinsip tersebut dinilai melalui dalil-dalil 

yang diajukan dalam permohonan, keterangan para pihak di persidangan, serta 
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dikaitkan secara cermat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama 

proses pemeriksaan perkara. 

 Dalam konteks perkara ini, penolakan wali dengan alasan yang bersifat 

pribadi yakni mempersyaratkan rujuknya ibu Pemohon dan alasan keyakinan 

rumah mojok dinilai tidak memiliki dasar hukum maupun syar‟i. Peneliti 

memandang bahwa alasan tersebut tidak berkaitan langsung dengan 

kepentingan dan kemaslahatan Pemohon, sehingga sikap wali justru 

berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, seperti terhalangnya 

pernikahan yang sah dan terbukanya peluang perbuatan yang dilarang agama. 

 Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa wali Pemohon telah 

adhal menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak Pemohon untuk 

melangsungkan perkawinan. Dengan mempertimbangkan kesiapan calon 

suami, terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta tidak adanya halangan 

perkawinan, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar 

yang kuat. Oleh karena itu, pengalihan hak perwalian kepada Wali Hakim 

merupakan langkah yang tepat dan proporsional, baik dari sudut pandang 

hukum positif maupun hukum Islam. Menurut peneliti, pertimbangan hakim 

dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, yakni 

mendahulukan perlindungan terhadap kemaslahatan Pemohon dan mencegah 

timbulnya mafsadat akibat sikap wali yang tidak beralasan secara syar‟i. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uaraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

mengambil dua kesimpulan dari pembahasan ini, yakni sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, dapat disimpulkan bahwa penetapan wali adhal 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. 

Penolakan wali nasab yang didasarkan pada faktor keyakinan rumah 

mojok dan konflik pribadi orang tua tidak memiliki dasar hukum maupun 

syar‟i, sehingga secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wali adhal 

sebagaimana Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim 

secara tepat mengalihkan hak perwalian kepada wali hakim setelah upaya 

menghadirkan dan meminta persetujuan wali nasab tidak berhasil. 

Pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum, serta sejalan dengan kaidah fiqh untuk mencegah 

kemudaratan yang lebih besar. Dengan demikian, putusan ini memberikan 

perlindungan hukum bagi Pemohon dan menjamin terlaksananya 

pernikahan yang sah sesuai tujuan hukum keluarga Islam. 

2. Berdasarkan Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, dapat 

disimpulkan bahwa penolakan wali nasab terhadap pernikahan Pemohon 

tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum Islam maupun 

hukum positif, sehingga secara yuridis dikategorikan sebagai wali adhal. 
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Alasan penolakan yang bersumber dari konflik pribadi dan keyakinan 

rumah mojok tidak berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan. Majelis 

Hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta 

potensi kemudaratan apabila pernikahan terus dihalangi. Dengan 

berlandaskan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kaidah fiqh, dan 

prinsip maqasid al-syari„ah, pengalihan perwalian kepada wali hakim 

merupakan langkah yang tepat, adil, dan memberikan kepastian hukum 

bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan secara sah.  

B. Saran 

Dengan selesainya kesimpulan di atas yang telah peneliti paparkan 

maka saran yang terkait yaitu: 

1. Wali nikah diharapkan menyadari bahwa tugasnya dalam proses 

pernikahan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai 

aturan syariat, dengan mengutamakan kepentingan dan kebaikan bagi 

calon mempelai perempuan. Karena itu, wali sebaiknya tidak menjadikan 

keyakinan atau kebiasaan, termasuk larangan rumah mojok, sebagai alasan 

menolak pernikahan apabila tidak memiliki dasar syar‟i atau ketentuan 

hukum yang jelas. Wali perlu menilai calon mempelai pria secara objektif 

berdasarkan agama, akhlak, dan kemampuan dalam membina rumah 

tangga. Selain itu, wali juga perlu membangun komunikasi yang baik 

dengan calon mempelai perempuan agar keputusan yang diambil tidak 

menimbulkan kerugian atau menghambat tujuan pernikahan. Dengan 

memahami peran dan tanggung jawabnya secara tepat, wali dapat 
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berkontribusi dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis serta selaras 

dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. 

2. Calon mempelai, Calon mempelai perlu membangun komunikasi yang 

baik dengan wali untuk menghindari perselisihan yang berpotensi menjadi 

hambatan pernikahan. Jika muncul perbedaan pendapat, musyawarah 

keluarga seharusnya menjadi langkah utama sebelum membawa 

permasalahan ke ranah hukum. 
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